SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
JASA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
ANTARA

UPT PUSKESMAS DI KABUPATEN DHARMASRAYA
DENGAN
PT BIUTEKNIKA BINA PRIMA
DAN
PT. PRASADIIA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI
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Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga para pihak yang
berianda tangan di bawah ini;

i

UPT PUSKESMAS DI KABUPATEN DHARMASRAYA ( Terlampir ) ( Penghasil Limbah
Medis ), berkedudukan di Kabupaten Dharmasraya dan beralamat di Kabupaten Dharmasraya dalam
hal ini diwakili oleh masing — masing Kepala UPT Puskesmas dalam kedudukannya sebagai
Kepala UPT Puskesmas ( terlampir ), dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama
Puskesmas di Kabupaten Dharmasraya untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini discbut
“PIHAK PERTAMA"

PT BIUTEKNIKA BINA PRIMA, suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia,
berkedudukan di Jakartadan beralamat di Mall MGK It. 1 Blok Ci1 No2l JI. Angkasa Kav B6
Gunung Sahari Selatan Kemayoran Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Ir. Amran Burhan,
MM selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas namaPT
Biuteknika Bina Primauntukselanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut “PIHAK KEDUA™, dan

PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan
Hukum Republik Indonesia, yang beralamat di JI. Raya Narogong - Desa Nambo Klapanungpgal,
Bogor 16710 Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Yurnalisdel vang bertindak sebagai Kuasa
Direksi sebagaimana tercantuni dalam Surat Keasa No.: O018/POA-X11/2022 tertanggal 09 Desember
2022, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. PRASADHA PAMUNAH
LIMBAH INDUSTRILuntuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut “PIHAK KETIGA™,

Selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara sendiri-sendiri
disebut “PIHAK dan secara bersama-sama disebut “PARA PTHAK™.

Bahwa PARA PIHAK scpakat untuk melakukan kerjasama di bidang pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3), dimana PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA masing-masing
bertanggung-jawab untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku melalui Peraturan Pemerintah No. 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan terlebih
dahulu Saﬁng mmcmngkﬂn dan manjelaskan hal-hal sahagai berikut:
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PASAL 2
LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN

Pengangkutan, Pengumpulan dan Pengolahan Limbah B3 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah
Kerja (SPK) dan/atau Service Agreement yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGAsesuai jadwal yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Jumlah Limbah B3 yang diangkut dan diterima oleh PIHAK KEDUA bisa berubah-ubah sewaktu-
waktu tergantung dari keadaan aktual di lokasi PIHAK PERTAMA.

Pengisian Limbah B3 yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ke dalam angkutan/moda PIHAK

KEDUA harus sesuai kapasitas yang telah dikeluarkan Dirjen Perhubungan Darat dan tidak
diperkenankan untuk mengisi melebihi kapasitas yang telah ditentukan.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara penuh terhadap jenis dan jumlah Limbah B3 yang akan
dikirim setelah keluar dari gerbang lokasi PIHAK PERTAMA sampai ke lokasi PIHAK KETIGA.

PIHAK KEDUA akan menyerahkan Berita Acara Pemusnahan (BAP) dan Sertifikat Limbah B3
kepada PIHAK PERTAMA,

PASAL3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 24 (Dua Pulub Empat) bulan, dimulai sejak tanggal
3 April 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2025

PERJANJIAN ini  dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan

menandatangani amandemen atau adendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan PERJANJIAN ini.

Seclama peninjauan kembali PERJANJIAN ini, ketentuan dalam PERJANJIAN ini tetap berlaku
paling lama 6 (emam) bulan, sebelum adanya kescpakatan tertulis dari PARA PIHAK untuk
mengakhirinya,

Jika PARA PIHAK ingin memperpanjang perjanjian, maka salah satu PIHAK akan mengajukan
permohonan (baik berbentuk lisan atau tertulis) paling cepat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 4
BIAY A JASA DAN PEMBAYARAN

PARA PIHAK setuju bahwa Biaya Jasa yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA adalah
sebagaimana tercantum dalam PERJANJIAN antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Selama berlangsungnys PERJANJIAN ini, seluruh biayu pengolahan Limbah B3 tidak dapat dirubah
tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Peruhahan atau penyesuaian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dituangkan dalam

bentuk Amandemen (lampiran) dan merupakan satu kesatuan vang tidak dapat dipisahkan dari

PERJANJIAN ini.

Biaya pengangkutan dan pengolahan dan mekanisme pembayarannya akan ditentukan olch PARA

PIHAK dalam perjanjian tersendiri dengan ketentuan :

a. PIHAK PERTAMA menanggung semua biaya pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 dan
pajak (bila ada) kepada PIHAK KEDUA sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati
antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

b. PIHAK KEDUA menanggung biaya pengolahan Limbah B3 dan pajak (bila - ada) kepada
PIHAK KETIGA sesuai mckanisme pembayaran yang sudah disepakati antara PIHA
KEDUA dengan PIHAK KETIGA. RINAK
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¢. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PTHAK

KETIGA dan PIHAK KETIGA tidak akan melakukan penagihan apapun selain kepada
PIHAK KEDUA.

Segala keputusan dari hasil penetapan biaya pengolahan dan mekanisme pembayaran merupakan
bagian dari PERJANJIAN ini.

PASALS
PENGANGKUTAN LIMBAH B3

PIHAK KEDUA menyediakan armada pengangkutan

dan hanya akan mengangkut Limbah B3 yang
sesual dengan lzin yang dimiliki.

PIHAK KEDUA akan menentukan jadwal dan frekuensi pengangkutan Limbah B3 berdasarkan
besaran timbulan Limbah B3 PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
SERAH TERIMA LIMBAH B3 DAN PENCATATAN DOKUMEN LIMBAH B3

PIHAK PERTAMA wajib menyediakan satu tempat penyimpanan sementara (TPS) yang sesuai
untuk Limbah B3 dan dapat dilalui oleh truk pengangkut milik PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA hanya akan mengambil dan mengangkut Limbah B3 dari TPS dimaksud.

PIHAK PERTAMA akan melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan berkaitan dengan
penanganan, pemilahan, dan penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 sebelum dan hingga waktu

pengangkutan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menjamin Limbah B3 yang akan diangkut oleh PIHAK KEDUA dalam
keadaan sudah dikemas rapi, aman, dan dalam kondisi siap angkut.

PIHAK PERTAMA akan menunjuk wakilnya yang akan mendampingi PIHAK KEDUA pada saat
pengangkutan berlangsung sesuvai jadwal yang telah ditentukan.

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Limbah B3 yang diserahterimakan kepada PIHAK KEDUA
adalah benar-benar Limbah B3 scsuai dengan Peraturan Pemerintah No, 22 Tahun 2021 tentang
Fenyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Limbah B3 yang diserahterimakan kepada PIHAK KEDUA
tidak tersangkut permasalahan hukum dan/atau tuntutan dari pihak manapun dan akan bertanggung
jawab penuh atas Limbah B3 yang akan diserahterimakan tersebut, :

PASAL 7
PENGOLAHAN / PENIMBUNAN LIMBAH B2

PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA telah memiliki Fl:[jnnjian Kﬂljﬂﬁﬂm.& dalam kait -El'llfjl’ﬂ
dengan rangkainn Pengelolaan Limbah B3.

PERJANJIAN ini mengatur bahwa Limbah B3 PIHAK PERTAMA yang diangkut oleh PIHAK
KEDUA akan diolah, dan/atau ditimbun di fasilitas milik PIHAK KETIGA,

PASAL 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA den

gan ini menjamin dan menyatakan kepada PIHAK
PERTAMA bahwa keduanya:
I,

Adalah suatu Perusahaan yang didirikan sah menurut h

ukum yang berlaku dan PERJANJIAN ini
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; ini
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Lakm,_} .EE{:IGH.!'EI hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan PERJANJIAN ini:
Memiliki kualifikasi

+ 1zin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan dan perizinan yang diperlukan
untuk melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu PERJANJIAN sesuai ketentuan dan standar
yang berlaku; dan

Telah mcngelzlthui dan memahami ruang lingkup pekerjaan serta keadaan dan informasi yang akan
mempengaruhi pelaksanaan PERJANJIAN.

PASALY
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib merahasiakan hal-hal yang berhubungan dengan isi PERJANJIAN dan
segala dokumen, gambar-gambar, struktur-struktur informasi teknis maupun non leknis yang
berhubungan dengan kegiatan bisnis dan operasional PIHAK lainnya dan informasi yang
berhubungan dengan PERJANJIAN ini selama jangka waktu PERJANJIAN maupun setelah
PERJANJIAN ini berakhir.

PARA PIHAK dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 dengan cara memfotakopi,

menyebarkan, membocorkan dan/atau memberitahukan kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari PARA PIHAK

PASAL 10
PEMUTUSAN LEBIH AWAL DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata terhadap PERJANJIAN ini sepanjang disyaratkan adanya suatu
putusan Pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian. PARA PIHAK
juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan
sehingga Pengadilanlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan
perjanjian danfatau pemberian ganti rugi.
PERJANJIAN ini putus dengan sendirinya jika PARA PIHAK:
a. Melakukan kesengajaan dan/atau kelalaian yang merugikan PIHAK LAINNYA baik secara
langsung ataupun tidak langsung; atau
b, Telah dimulainya proses kepailitan atau telah diajukannya Permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) terhadap salah satu PIHAK: atau
¢. Dijatuhkannya sanksi administratif dari SATU PIHAK terhadap PIHAK LAINNY A: atau
d. Memperkarakan PARA PIHAK atau afiliasinya secara hukum mengenai suatu hal; atau
e. Dicabut izin usaha nya dari instansi yang berwenang karena kesalahannya sendiri.
PERJANJIAN ini berakhir dengan sendirinya jika:
a. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PERJANJIAN ini, atau
b. Diputusnya/berakhimya perjanjian lain yang berkaitan dengan PERJANJIAN ini yang dibuat
oleh suatu PIHAK dengan PIHAK lainnya,
Jika terjadi pemutusan lebih awal atau pengakhiran PERJANJIAN, PARA PIHAK tetap wajib
melaksanakan seluruh ketentuan PERJANJIAN sampai dengan tanggal putusnya PERJANJIAN
sebagaimana diatur diatas.

PASAL 11
FORCE MAJEURE

. Peristiwa Farce Majeure yaitu peristiva yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK termasuk

tetapi tidak tor {a huru-hury, epidemi. banjir, pemogokan umum, perang, perubahan peraturan
: [3]
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frunda“ﬁ%‘“danﬂﬂﬂi kekacauan sosial. gempa bumi yang menyebabkan salah satu PIHAK tidak
1';:; :;mﬁaﬂlkjlmimﬁﬁ“’ﬂjTbu:m}'a sesuai dengan ketentuan vang diatur dalam PERJANJIAN ini.
L FER]i; “Aagwe:fa.-el memperlambat waktu pelaksanaan kewajiban sebagaimana disebutkan

: ARAAN I, PTHAK yang pelaksanaan kewajibannya secars tidak langsung
terpengaruh dengan Force Majeure dapat memilih untuk : 1

: EEEL;EJ!IJ;];M anaan kewajiban PIHAK yang secara langsung terpengaruh. berdasarkan
Ini selama peristiwa Foree Majeure; atau

@umhatalkan pelaksanaan kewajiban yang dipersyaratkan selama peristiwa Force Majeure yang

"‘I‘Iﬂk tentu, termasuk jangka waktu yang wajar untuk memperbaiki setiap kerusakan yang

disebabkan oleh Foree Majeure atau untuk melanjutkan operasional biasa yang terganggu dengan

adanya peristiwa tersebut,

Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majewre maka PIHAK yang terkena Force Majeure wajib

untuk memberitahu PIHAK lainnya secara tertulis sesegera mungkin atau selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut mengenai permulaan terjadinya dan

penghentian Force Majeure yang menghalangi pemenuhan kewajibannya.

Apabila terjadi keterlambatan dalam pemberitahuan oleh PIHAK vang terkena Force Majeure

kepada PIHAK lainnya maka alasan Force Majeure tersebut dinyatakan tidak dapat diterima kecuali

terdapat alasan yang kuat dan dapat diterima vang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut.

sehingga PIHAK yang terkena Force Mayeure harus bertanggung jawab.

Apabila PIHAK yang terkena Force Majeure tidak dapat memperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari sejak terjadinya peristiwa Foree Majeure, maka PIHAK yang tidak terkena Force

Majfeure dapat mengakhini PERJANJIAN ini.

PASAL 12
KORESPONDENSI

semua pemberitahuan dan surai-menyurat diberitahukan secara tertulis dan akan dianggap telah cukup
diberikan bila diserahkan secara pribadi atau dengan pos tercatat, biaya pos lunas atau dikirimkan dengan
telegram, telex, atau faksimili, ataupun e-mail ditegaskan dengan pos fercatat, kepada PTHAK lain pada
alamat schbapgaimana tersebut dibawah ini:
1. PIHAK PERTAMA

UPT PUSKESMAS DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Alamat ¢ (Terlampir )
up < { Terlampir )
Telepon : ( Terlampir }

2. PIHAK KEDUA
PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA

Alamat . Mall Mgk Lt 1 Blok C11 No. 21, JI. Angkasa Kav B-6 Gunung
Gunung Sahari Selaten, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610

No. Telepon . 021 —-29135812,22814456 :

No. Fax 021 —22814456

Up : Dezi Vianti

Email :

3. PIHAK KETIGA
PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI

Alamat - J1. Raya Narogong - Desa Nambo Klapanunggal Bogor 16710 Jawa Barat
up + Yurnalisdel
Telepon L (121-8674042
Bemail
- (6]




PASAL 13
KETENTUAN LAIN

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur dalam suatu bentuk addendl:::
tersendiri dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah dan mufakat, s
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini.

Modifikas:

Segala modifikasi atas ketentuan PERJANJIAN ini hanya berlaku bila dibuat secara tertulis dan
ditandatangani terlebih dahulu olsh PARA PIHAK atau melalui wakil-wakilnya yang sah.

Pemisahan

Setiap ketentuan dalam PERJANJIAN ini yang ilegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakannya

dengan alasan apapun akan dianggap dihapus dari PERJANJIAN tanpa mengurangi keberlakuan
ketentuan lainnya.

Pemberitahuan

Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan P ERJANJIAN ini

harus dibuat secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia, dan ditvjukan kepada PIHAK yang
berkepentingan,

Penpalihan

Kecuali atas perintah Undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK yang
bersifat eksternal, suatu PIHAK dilarang mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajibannya serta
tanggung jawabnya, baik sebagian maupun seluruhnya, sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN
kepada PIHAK lainnva, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Filihan Hukum

PERJANJIAN ini diatur dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku
di Republik Indonesia.

Penvelesaian Senpgkets

Segala Sengketa yang timbul dan berhubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN diselesaikan
secara musyawarah untuk mufakat. Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan secara musya |
untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pen gadilan Negeri

Kerahasiaan

FARA PTHAK wajib menjaga kerahasian informasi yang diperoleh mengena; i

; : _ genal atau terk

kegintan usahaPARA PIHAK dan tidak akan tanpa persetujuan PARA PIHAK, mamhu?::l i‘mg‘m
FIHAK lamnya untuk maksud apapun dalam rangka melaksanakan PERJANJIAN ini =
Penamaan dan Penjudulan

Penamaan dan penjudulan pada pasal-

pasal di dalam PERJANJI
memudahkan penyebutan saja dan t 3

: ini h d
idak akan mempe sgaruhi arti dan anya dimaksudkan untuk

pardgraf di dalam PERJANJIAN dan salinannya, isi pasal-pasal atau paragraf-
[7]
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PIHAK PERTAMA
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NAMA :
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SUNGAI DAREH

L]

Hj. MULIATL,Amd.Keb, SKM. MK
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2 | SIALANG dr. HELMI MUSLIM, M.KM
|
1 | SILAGO Ns. ADRAWATIL, S.Kep
4 | SITIUNG 1 | dr. SISYANI
5 | TIMPEH dr. ABDULLAH
i (1] BERINGIN SAKTI MURNI SETIASTH. SKM
7 | PADANG LAWEH Ns, IRMA SURY AN S.Kep
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B || TIUMANG Hj. ROSWITA, Amd.Keb, SKM.MM
I
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\
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9 | KOTOBARU de. ANTON SUSILO
10 | SITIUNG I JUERNL, §.8T
|
11 | SUNGATI RUMBAI i:ﬁgtﬂ;mﬁ;;h‘fi
|| 12 | KOTO BESAR drg. POPPY SUCIPTO
13 | SUNGAI LIMAU AFNI HILDAYETTI Amd.Keb,SKM
14 | GUNUNG MEDAN Ns. ERA PEBML S. Kep
s | LABKESDA dr. TITI SUHARTATI
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